
GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUI{G
NoMoR . ol407 lVl.O2lHKl2U22

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAI{ DAERAII
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TEITTANG PERTAilCX}UNGJAWABAN

PELATSANAAN AN(X}ARAN PENDAPATAN DA}f BELAI{JA DAERAH
TAHTIN AT{(X}ARAN 2021 DAN RAITCANGAI{ PERATURAN

BT'PATI LAMPUT{G TEIYGAII TEITTAITG PEI{JABARAN
PERTANGGT'NGJAWABAN PELAKSAITAAN AITGGARAN PENDAPATAIT DAI{

BELAN.'A DAERAII TAHUN ANGGARAIT 2O21

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Surat Bupati l^ampung Tengah Nomor :

9OO/78618.a.V11.O2/2022 tanggal 7 Juli 2022 Perihal
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
la.mpung Tengah tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O2l darr Rancangan Peraturan Bupati l,ampung Tengah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ditetapkan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum
ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang
Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l den, Rancangan
Peraturan Bupati la.mpung Tengah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2lt

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'Iahut 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
l,legara Republik Indonesia Nomor 5165);

3. Perattrran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O77 tentang
Pembina.an dan Pengawasan Penyelenggaraaa Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077
Nomor '73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 11 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan 'fugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahaa Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6224);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita llegara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi Rancaagan Peraturan Daerah

tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan ctan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan .{nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahl.;rr. 2O2l
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201i
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

33 Tahur 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Gubernur sehagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH'IENTANG PERTAi\GGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN tsELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.
Hasil Erraluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan darj Keputusan Gubemur ini.
Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten i,ampung
Tengah segera melakukan penyempurnaan hasii evaluasi
sebagaimana rlimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi
Peraturan l)aerah setelah memperoleh nomor register Peraturan
Daerah dari Gubemur, dan Bupati menetapkan Rancangan
Peraturan Bupati i,a.inpung Tengah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati
Larnpung Tengah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindakianjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten
Lampung Tengah, dan Bupati Lampung Tengah menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2 1 nrenjadi Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 rnenjadi Peraturan Bupati
Lampung Tengah, Gubernur merrgusulkan kepada Menteri
Dalam Negeri untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT

KELIMA
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Bupati l,ampung Tengah segera menyampaikan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2I dan Peraturan Bupati
l,ampung Tengah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2l kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetun g
pada tanggal Lo Juh2022

GT'BER"ITI'R LAMPUI{G,

ARII{AL D.'TII{NDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indoneia di Ja-karta;
2. Menteri Keuangan Republik lndoncaia di Ja.karta;
3. Kepala Badan Perneriksa Keuangan Republik Indon€ia Persalolan Pro\rinsi Lampung di Ban&r L*npung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengai di Cunung sugih;
5. Inspelitur Provinsi Lampung di Bandar L€rnpung
6. Kepala Biro Hukum Sekrete-riat Daerah kovinsi Lampung di Bandat Lampung.


